Menimbang

Mengingat

BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP

NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam Pasal
31 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), dan Pasal 65 ayat (2), perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa. '
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Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5495);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
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Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor
5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091); :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2015 Tentang Pendampingan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan,
Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 156);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa
di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

Menetapkan :

dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
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Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kedudukan dan Penataan Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan cara-cara
pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan
penetapan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraann urusan
Pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat dalam system
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal
yang bersifat strategis.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa
dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan wuang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. '

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
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Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa
atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pemegang Kekuasaan pengelolaaan Keuangan Desa yang selanjutnya
disingkat PKPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala
Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan
pengelolaan keuangan desa.

Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan
bidangnya.

Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan
administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.

Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang
ditetapkan.

Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.

Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui
rekening kas desa.

Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa
dengan belanja desa. _

Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa
dengan belanja desa.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa
melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang
sah.

Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak
dan barang tidak bergerak. v '

Tanah desa adalah barang milik desa yang termasuk barang tidak
bergerak yang berupa tanah bengkok, titisari, atau sebutan lain.

Tanah kas desa adalah barang milik desa yang termasuk barang tidak
bergerak yang dapat dikelola dan menghasilkan keuntungan bagi desa.
Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena
ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-
sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar
desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.
Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa,
Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh
dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.

Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
dan bersifat mengatur.
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Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit,
individual, dan final.

Pembentukan Peraturan Desa adalah pembuatan peraturan Perundangan-
undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama Badan Permusyawaratan Desa yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran
Desa atau Tambahan Lembaran Desa.

Materi Muatan Peraturan Desa adalah materi yang dimuat dalam
Peraturan Desayang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa
untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan
Desa wuntuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum
dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bertentangan dengan kepentingan wumum adalah kebijakan yang
menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga
masyarakatterganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya
ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap
suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB
Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses
persiapan dan pembahasan Peraturan Desa.

BAB II
KEDUDUKAN DAN JENIS DESA
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Desa berkedudukan di wiiayah Daerah.

Bagian Kedua
Jenis Desa

Pasal 3

(1) Desa terdiri atas Desa.
(2) Penyebutan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

penyebutan yang berlaku di daerah Kabupaten Sumenep.

BAB III
PENATAAN DESA

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi

tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



- (8) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan

meningkatkan daya saing Desa.

(4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

pembentukan;

penghapusan;

penggabungan;

perubahan status; dan

penetapan Desa.

opogop

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Pasal 5

(1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar
Desa yang ada.

(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa,
asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta
kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 6

(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus
memenuhi syarat:

a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak
pembentukan;

b. jumlah penduduk paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200
(seribu dua ratus) kepala keluarga;

c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;

d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat
sesuai dengan adat istiadat Desa;

e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;

f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah
ditetapkan dalam peraturan Bupati; ‘

g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
dan

h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya
bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain
yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya
masyarakat Desa.

(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
Desa persiapan.

(4) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.

(5) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan
statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

(6) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan
berdasarkan hasil evaluasi.




Bagian Kedua
Penghapusan Desa

Pasal 7

Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program
nasional yang strategis.

Pasal 8
Penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 9

(1) 2 (dua) Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru
dengan memperhatikan ketentuan peraturanperundang-undangan.

(2) Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terlebih dahulu
dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa serta masyarakat Desa masing-masing.

(3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.

(4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disampaikan kepada Bupati melalui camat.

(5) Hasil Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam
Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Desa

Pasal 10

(1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah
Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa,

(2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah
menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
kekayaan/aset Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana
menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk
kepentingan masyarakat Desa.

(3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Perubahan status desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Bagian Keempat
Penetapan Desa

Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan,
penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau
kelurahan menjadi Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama
Bupati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada
Gubernur. _

(2) Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status
Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional,
kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan
perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah
tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan
status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa paling lama
20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah
dimaksud. .

(2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah
melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah
paling lama 20 (dua puluh) hari.

(3) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak
dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh
Gubernur.

(4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan
penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengesahkan
Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah
mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.

(5) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang
telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam
jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur
dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

(1) Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan
perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa
diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode
Desa dari Menteri.

(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran
peta batas wilayah Desa.




BAB IV
KEWENANGAN DESA

Pasal 16

Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah
desa untuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa.

Pasal 17

Jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 terdiri dari :

a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul adalah kewenangan yang
dimiliki oleh pemerintah desa berdasarkan hak yang merupakan warisan
yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem .
organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah
kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan yang memiliki oleh
pemerintah desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan
oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa
masyarakat Desa.

c. kewenarigan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi,
atau pemerintah daerah Kabupaten; dan

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 huruf a, antara lain:

a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;

b. sesuai perkembangan masyarakat; dan

er sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
a. sistem organisasi masyarakat adat;

b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan

e. pengembangan peran masyarakat Desa.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah Kabupaten dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan mengikutsertakan
Pemerintah Desa.

(8) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan
kewenangan hak asal usul lainnya dengan memperhatikan situasi, kondisi,
dan kebutuhan.

(4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.



Pasal 20

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud |
. dalam Pasal 19, meliputi : |
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :
1. Pengangkatan dan pemberhentian pembantu/staff kepala desa non
perangkat desa, antara lain : |
a. Modin;
b. Juru Konce;
c. Ulu-ulu banyu; ‘
d. Marbot;
2. Pengelolaan tanah Desa berupa : ;
a. Tanah percaton;
b. Tanah kas desa;
3. Pencatatan dan Inventarisasi atas kepemilikan hak atas tanah di desa
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan di Desa :
1. Pelestarian budaya gotong royong melalui kegiatan :
a. Sambatan;
b. Bersih desa; dan |
c. Pethik pari.
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :
1. Pembinaan seni, budaya, atau tradisi desa, seperti :
Nyekar;
Tilikan;
Muludan; |
Topeng dalang; |
Ojung; |
Karawitan; |
Tayup; |
Mocopat; |
Jaran serek;
Saronen;
Toron tanah,;
Pelet beteng; |
. Slawatan;
Rejeban; |
Syawalan;
Larung sesaji;
Petik laut; dan
Rokat desa.
D. Bldang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
1. Tradisi dan budaya setempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, seperti :
Mitoni;
Tingkepan;
Srakalan aqiqoh;
Selametan;
Mbesani;
Ruwatan;
Tindak sinten; dan
Pelestarian tradisi dan budaya lainnya.
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Pasal 21

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 huruf b, antara lain:
a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
b. telah dijalankan oleh Desa;




a0

(1)

(2)

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 22

Perincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
Pengelolaan tambatan perahu;
Pengelolaan pasar Desa;
Pengelolaan tempat pemandian umum;
Pengelolaan jaringan irigasi;
Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu;
Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
Pengelolaan embung Desa;

j- Pengelolaan air minum berskala Desa; dan

k. Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah Kabupaten dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi
kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan mengikutsertakan
Pemerintah Desa.
Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan
kewenangan lokal berskala Desa lainnya dengan memperhatikan situasi,
kondisi, dan kebutuhan.
Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.
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Pasal 23

Kriteria kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
22, meliputi :

1.

2.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :
Pengelolaan sistem administrasi desa;
Pengelolaan sistem informasi desa;
Pengelolaan aset desa;
Pengelolaan data monografi desa;
Pengelolaan dan pendayagunaan profil (potensi) desa;
Penyelenggaraan/pemilihan Kepala Desa,;
Pemilihan Anggota BPD;
Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, misalnya LPMD, TP PKK,
Karang Taruna, RT, RW, Posyandu dan lain-lain.
Pendataan penduduk miskin,;
Penyusunan tata ruang dan peta sosial Desa,;
Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
Pengelolaan BUM Desa;,
. Pengelolaan arsip Desa;
Pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa dan balai desa;
Peningkatan kapasitas aparatur Desa dan lembaga kemasyarakatan
Desa;
p. Pengangkatan staf desa.
Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan milik
desa;
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| b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur tebing

| pengaman jalan milik desa;

| c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur jembatan
desa; :

d. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangkit listrik

| tenaga mikrohidro dan sumber energi mandiri lainnya;

| e. Pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang tidak masuk
| dalam program pemerintah dan pemerintah daerah;

| f. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan
‘ permukiman masyarakat Desa;

g. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Balai Dusun/RT;

‘ h. Pemberian bantuan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
rumah ibadah;

i. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan keagamaan;

j. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan makam desa dan
petilasan;

k. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier;

1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
olah raga Desa;

m. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan kolam renang Desa;

n. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan saluran untuk budidaya
perikanan;

0. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
produksi di Desa; . '

p. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan air bersih berskala Desa;

q. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan sanitasi lingkungan;

r. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan pelayanan kesehatan Desa, misalnya Polindes, Poskesdes dan
lain sebagainya.

s. Pembangunan, pemanfaatan, pembinaan dan pemeliharaan fasilitas
Posyandu;

t. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi Desa;

u. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
taman bacaan masyarakat dan perpustakaan;

v.. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan pendidikan anak usia
dini; :

w. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

X. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana kios Desa;

y. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
BUM Desa;

z. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
balai pembibitan tanaman, peternakan/benih lokal;

aa. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
penggilingan padi;

bb. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
lumbung Desa;

cc. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
gudang pupuk dan perbengkelan;

dd. Fasilitasi kerjasama pengelolaan Hutan (Desa); _

ee. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
budidaya perikanan,;
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Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
usaha tangkap ikan;

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
gudang pendingin (cold storage); ‘
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Tempat Pendaratan Ikan (TPI);

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
tambak udang;

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
kandang ternak kolektif; ,

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
instalasi biogas;

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
mesin pakan ternak;

. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

pengembangan wisata desa/desa wisata di luar rencana induk
pengembangan pariwisata kabupaten;

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan
perikanan;

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
keamanan lingkungan;

Penghijauan skala desa;

Pengelolaan sampah skala desa;

Pembuatan terasering;

Perlindungan mata air;

Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk anak difabel skala desa
(membangun desa inklusi);

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

aoop

Pembinaan kader kesehatan desa;

Penyuluhan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
Pembinaan kerukunan umat beragama;

Pembinaan ketertiban, ketenteraman dan perlindungan wilayah dan
masyarakat Desa; :

Fasilitasi penanganan konflik di Desa.

4, B1dang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
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Pengelolaan usaha mikro dan keuangan mikro berbasis Desa;
Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,;
Pelatihan dan pendayagunaan teknologi tepat guna;

Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa;
Peningkatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif;
Peningkatan kapasitas kelompok perempuan marginal, difabel, keluarga
miskin;

Peningkatan kapasitas kelompok tani, nelayan, peternak dan pengrajin;
Peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
Peningkatan kapasitas kelompok pemuda;

Pengembangan seni budaya lokal,;

Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa;

Pemberian bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin;

. Pembentukan dan fasilitasi paralegal,;

Peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata;

Pemberian beasiswa untuk anak usia sekolah (yang tidak diakomodir
dalam program pemerintah dan pemerintah daerah);

Sosialisasi penyuluhan kesehatan, gerakan hidup bersih dan sehat,
penyakit menular dan sebagainya;

Gelar potensi, seni budaya, olah raga, keagamaan, produk unggulan
desa;




r. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;

s. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat desa.

Pasal 24

(1) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang
kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala
Desa dengan memilih kewenangan berdasarkan daftar kewenangan yang
tercantum dalam peraturan ini.

(2) Dalam memilih kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
memperhatikan kriteria kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 dan Pasal 23, situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
bersama-sama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.

(4) Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Rancangan Peraturan Desa yang telah difasilitasi oleh Pemerintah
Kabupaten ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. '

(6) untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (4), Bupati dapat menugaskan
Camat untuk melakukan fasilitasi.

(7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
memuat :

a. daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul; dan
b. daftar kewenangan lokal berskala desa.

(8) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta
sosialisasi kewenangan desa menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

(9) Pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan desa dibebankan pada APB
Desa.

Pasal 25

(1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat mengena1 pelaksanaan penataan
kewenangan desa.

(2) Pelaporan pelaksanaan penataan kewenangan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun bersaman dengan pelaksanaan
penyampaian LPPDesa akhir tahun anggaran.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

a. Jenis kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa;

b. Jenis kewenangan yang dilaksanakan pada tahun berkenaan;

c. Jenis kewenangan yang tidak terlaksana di tahun berkenaan beserta
sebabnya;

d. Hambatan dan gambaran solusi; dan

e. Kesimpulan dan Saran.

(4) Berdasarkan laporan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Camat melakukan evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan yang ada di
desa di wilayahnya.

(5) Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penataan kewenangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaporkan pelaksanaan
penataan kewenangan desa kepada bupati.

(6) Berdasarkan hasil pelaporan Camat, Bupati melakukan pembinaan
terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.



Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut dalam pengaturan kewenangan desa diatur dalam
peraturan bupati.

BABV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 27

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 28

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:
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kepastian hukum;

tertib penyelenggaraan pemerintahan;
tertib kepentingan umum;
keterbukaan;
proporsionalitas;
profesionalitas;
akuntabilitas;

efektivitas dan efisiensi;
kearifan lokal;
keberagaman; dan
partisipatif.

BAB VI
PEMERINTAH DESA

Pasal 29

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 30

(1) Kepala Desa  bertugas menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,
melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan
masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah; .
melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga
lain.




(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berwenang:
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memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
menetapkan Peraturan Desa;

menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

membina kehidupan masyarakat Desa;

membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
mengembangkan sumber pendapatan Desa;

mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; _
mengémbangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
memanfaatkan teknologi tepat guna;

. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;

mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berhak:

a.
b.
c.

d.

€.

mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;

menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;

mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
dan

memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada
perangkat Desa,

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa berkewajiban:

a.
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memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;

memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;

menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,;
melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel,
transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari
kolusi, korupsi, dan nepotisme;

menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku
kepentingan di Desa; )

menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
mengelola Keuangan dan Aset Desa;

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup; dan

memberikan informasi kepada masyarakat Desa.




Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban Kepala Desa

wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun anggaran kepada Bupati melalui camat;

b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir
masa jabatan kepada Bupati melalui camat;

c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
dan

d. memberikan dan/atau menyebarkan  informasi penyelenggaraan

pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun
anggaran.

Pasal 32

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 31 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 31 huruf a paling sedikit memuat:

a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa,;
b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;

c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan

d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(3) laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 31 huruf a digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk
dasar pembinaan dan pengawasan.

(4) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf a dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.

(5) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 33

(1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 31 huruf b disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan.

(2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada
Pasal 31 huruf b paling sedikit memuat:

a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;

b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk
5 (lima) bulan sisa masa jabatan;

c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan

' d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(3) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaporkan oleh kepala Desa
kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 34

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf ¢ setiap
akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.




(2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

(3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Pasal 35

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Kepala Desa
menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah
" diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada masyarakat Desa.

Pasal 36

| (1) Kepala Desa dilarang:
i a. merugikan kepentingan umum;
| b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
| keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
‘ c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya,;
menjadi pengurus partai politik;

. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau

pemilihan kepala daerah;
| k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
| 1. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.
(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Rl

Bagian Kedua
Perangkat Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 37

(1) Perangkat Desa terdiri atas :
a. Sekretariat Desa;

b. Pelaksana Kewilayahan; dan
c. Pelaksana Teknis.




(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu
Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala
Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat.
(4) Dalam .melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa
]sjebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala
esa.

Pasal 38

(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang
bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

(2} Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri
atas 3 (tiga) bidang urusan yaitun urusan tata usaha dan umum, urusan
ke}J.angan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan
yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

(3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa,

(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
administrasi pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;melaksanakan urusan umum
seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

b. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

c. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana
anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data
dalam rangka apembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, serta penyusunan laporan.

Pasal 40

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

(2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan.

(3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala urusan mempunyai fungsi :

a. Kepala urusan "tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskabh, administrasi
surat-menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi
perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasi aset,
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;




b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keunangan, administrasi
sember-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;

- ¢. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan
belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan
laporan.

Pasal 41

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)
huruf b merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas
kewilayahan.

(2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang
dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas
wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta
sarana prasarana penunjang tugas.

(3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

(4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau sebutan lain
yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 42

(1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur
satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugasnya di wilayahnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Kewilayahan/ Kepala Dusun memiliki fungsi :

a, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya
perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah; ‘

b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;

c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;

d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 43

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c
merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri
atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi
pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi
kesejahteraan dan pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana d1maksud pada ayat (2) dipimpin oleh
Kepala Seksi.

(4) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. ’



Pasal 44

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3)
berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.

(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.

(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan

manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi
desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, penataan dan
pengelolaan wikayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
peml?apgunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat
di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan
motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

_ Paragraf 2
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 45

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diangkat oleh
Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan

khusus.

(2) Persyaratan- Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:
a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang

b.

sederajat;
Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)

tahun;

(3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d, antara lain terdiri atas:

a.

b.

d.
e.

f.

Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat
oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;

Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

ljazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang
dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat
yang berwenang;

Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;

Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit
Umum Daerah; dan

Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang
bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

(4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan
nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.




Paragraf 3
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 46
(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai
berikut: '
a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua,

b.

C.

g.
h.

seorang sekretaris dan minimal seorang anggota,

Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat
Desa yang dilakukan oleh Tim;

Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa
dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa
kosong atau diberhentikan;

Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala
Desa kepada Camat;

. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan
berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan
penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 47

(1) Perangkat Desa dilarang:

a.
b.

N

J

k.

1.

merugikan kepentingan umum,;
membuat Kkeputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,
d.

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indoresia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan
perundangan-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran
tertulis.




(3) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat
dilanjutkan dengan pemberhentian.

Paragraf 4
Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 48

(1) gepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan

amat.

(2) Perangkat Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.
(3) 1ll’eralngkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
arena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. berhalangan tetap;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan
disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah
ditetapkan. -

" (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan
pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Paragraf 5
Pemberhentian Sementara

Pasal 49

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah
berkonsultasi dengan Camat. _

(2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) karena:

a) ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;

b) ditetapkan sebagai terdakwa,

c) tertangkap tangan dan ditahan;

d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti
bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka
dikembalikan kepada jabatan semula.




Paragraf 6
Kekosongan Jabatan Perangkat Desa

: Pasal 50

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas
perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang
dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.

(2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan
kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal surat penugasan. -

(3) Pengisial? jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua)
bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

Paragraf 7
Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 51

(1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.

(2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu
Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 8
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Pasal 52

(1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan
Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan
program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa,
dan sumber lain yang sah.

Paragraf 9
Kesejahteraan Perangkat Desa

Pasal 53

(1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan
dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya
yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;

(2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
APBDes dan sumber lain yang sah.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 54

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali di seluruh
wilayah Kabupaten atau dapat bergelombang.

(2) Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan secara serentak satu
dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah
Kabupaten.



(3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

_ (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Bupati.

(5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan :

a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Wilayah
Kabupaten;

b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten yang
memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

(6) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6
(enam) tahun.

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan di Kabupaten

Pasal 55

(1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten.
(2) Panitia pemilihan di Kabupaten mempunyai tugas meliputi :
a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua
tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya;
e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan
pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat
Kabupaten;
g.  melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
(3) Tugas Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan
huruf e pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 56

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa
jabatannya berakhir.

(2) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala
Desa. .

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh
masyarakat Desa. '




(5) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa disampaikan
secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(6) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa
tingkat desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga
guluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan Kepala Desa tingkat

esa

(7) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati diberikan dalam jangka waktu 30
g:iga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat

esa.

Pasal 57

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa mempunyai tugas meliputi:
a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan
mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat desa;

b. gerencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui
amat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan

suara;

melaksanakan pernungutan suara;

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan

hasil pemilihan;

menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
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Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 58

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau
lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan
mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

j- berbadan sehat; dan

k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.




Pasal 59

(1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak
ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan
calon terpilih.

(2) Selama masa cuti Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah
desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

(4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi
cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala
Desa samipai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh
Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa,

Pasal 60

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa
harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih
dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan
sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan
hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 61

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.

(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan,
pemungutan suara, dan penetapan.

Bagian Keempat
Pencalonan

Pasal 62

(1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan
sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

(2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 63

(1) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa melakukan penelitian terhadap
persyaratan bakal calonmeliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan
administrasi pencalonan.

(2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang
dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.

(3) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengumumkan hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk
memperoleh masukan.

(4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses
dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.




Pasal 64

(1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan berjumlah
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia
pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan bakal calon Kepala Desa
menjadi calon Kepala Desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 65

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang
dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran
selama 20 (duapuluh) hari.

(2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2
(dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai
dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa
jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa
dari pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 66

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang,
-panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria
pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan
persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 67

(1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut
melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat
desa.

(2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri
oleh para calon.

(3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar
calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa mengumumkan melalui media
masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah
ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan
mengikat.

Bagian Kelima
Kampanye

Pasal 68

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka
waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip
jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.




Pasal 69

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) memuat visi dan
misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin
diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

 (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 70

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat dilaksanakan

melalui:

a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka

c. dialog;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang
ditentukan oleh panitia pemilihan; dan

f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

(1) Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon
yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umuim,;

f. mengancam wuntuk melakukan kekerasan atau menganjurkan
penggunaan Kkekerasan kepada sescorang, sekelompok anggota
masyarakat, dan/atau Calon yang lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

h. menggunakan ' fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat

pendidikan;
i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain
dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta
Kampanye.
(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang
mengikutsertakan:
a. Kepala Desa;
b. Perangkat Desa;
c. anggota BPD. ,
(3) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :
a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan
walaupun belum terjadi gangguan; dan
b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau
di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap
keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
(4) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



Bagian Keenam
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pasal 72

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan
suara.

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 73

(1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2),
dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi
nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa
setempat.

(2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 74

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak
suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati.

Pasal 75

(1) Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara ditentukan panitia pemilihan
Kepala Desa tingkat desa. '

(2) Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh
penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan
suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Pemungutan Suara
ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Pasal 76

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain
pada saat memberikan suaranya di Tempat Pemungutan Suara dapat
dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang
bersangkutan.

Pasal 77

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang
sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat
tinggal tetapmemberikan suara di Tempat Pemungutan Suara khusus.

Pasal 78

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan Kepala Desa
tingkat desa melakukan kegiatan:
a. pembukaan kotak suara;
b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan



d. penghltungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh
saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

(3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita
acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2
(dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 79

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat
(1), panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa memberikan penjelasan
mengenai tata cara pemungutan suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih
diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran
pemilih, ~

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak pemilih dapat meminta
surat suara pengganti kepada panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa,
kemudian panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa memberikan surat
suara pengganti hanya satu kali.

(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat
meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan Kepala Desa
tingkat desa, panitia pemilihan Kepala Desa tlngkat desa memberikan surat
suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 80

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa
tingkat desa; dan

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat
satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat
nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi
empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat
nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 81

(1) Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dilakukan oleh panitia
pemilihan Kepala Desa tingkat desa setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar
pemilih tetap untuk Tempat Pemungutan Suara;

b. jumlah pemilih dari Tempat Pemungutan Suara lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau
keliru dicoblos.

(3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan
selesai di Tempat Pemungutan Suara oleh panitia pemilihan Kepala Desa
tingkat desa dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD,
pengawas, dan warga masyarakat.

(4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud padaayat
(3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan
menyerahkannya kepada Ketua panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa.




(5) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa membuat berita acara hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh
saksi calon.

(6) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa memberikan salinan Berita
Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar
dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di
tempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke
dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyerahkan berita acara hasil
penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai
penghitungan suara.

Bagiari Ketujuh
Penetapan

Pasal 82

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh
suara terbanyak.

(2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan Tempat
Pemungutan Suara lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan
berdasarkan suara terbanyak pada Tempat Pemungutan Suara dengan
jumlah pemilih terbanyak.

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang
sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan Tempat Pemungutan Suara
hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal
dengan jumlah pemilih terbesar.

(4) Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa menetapkan calon Kepala Desa
terpilih.

(5) Parl?itia pemilihan Kepala Desa tingkat desa menyampaikan nama calon
Kepala Desa terpilih kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah
penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan
Kepala Desa tingkat desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih
kepada Bupati.

(7) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pem111han
Kepala Desa tingkat desa dalam bentuk keputusan Bupati.

(8) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib
menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia
pemilihan Kepala Desa tingkat desa.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan

Pasal 83

(1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan
Bupati.



(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan
Kepala Desa dari BPD.

Bagian Kesembilan
Pelantikan

Pasal 84

(1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai
pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

(2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilihsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebagai berikut :

a. Pembacaan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Desa. '
b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati/Walikota atau pejabat
yang ditunjuk.

Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.

Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pembacaan Amanat Bupati.

. Pembacaan doa.

(4) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah
Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan
sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

(5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi
Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
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Bagian Kesepuluh
Serah Terima Jabatan

Pasal 85

(1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa
terpilih.

(2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

(3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan
pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan
bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.

(4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas:

a. pendahuluan;

b. monografi Desa;

c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
d. rencana program yang akan dating;



e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana
kegiatan setahun terakhir;

hambatan yang dihadapi;

g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
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Bagian Kesebelas
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 86

(1) Calon Kepa}la Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan
awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

Pasal 87

(1) Kepala Desa . wajib mengikuti program-program pelatihan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten.

(2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
APBDesa, APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN.

BAB VIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 88

(1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa
jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah
Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan
ditetapkan Kepala Desa Antar Waktu hasil musyawarah desa;

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling
lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa diberhentikan;

(3) Masa jabatan kepala desa yang ditetapkan melalui musyawarah desa
terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan
kepala desa yang diberhentikan.

Pasal 89

(1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu.

(2) Pembentukan panitia kepala desa antar waktu senbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.

(3) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu terdiri atas perangkat desa dan
unsur masyarakat.

(4) Panitia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan
anggaran pendapatan belanja desa.

(5) Paniyia pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)
bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 90

(1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (3)
melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa antar
waktu.




(2) Penyaringan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa ditetapkan
paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.

(3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi
tambahan.

(4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri atas :

a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan desa;
b. tingkat pendidikan dan/atau
c. persyaratan lain yang ditetapkan bupati

(5) Dalam hal calon yang memenui kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan
memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.

(6) Dalam hal calon yang mmenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua)
orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa pemilihan kepala desa
sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 91

(1) Pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan :

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan.

(2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

a. pembentukan panitia pemilihan kepala desa antar waktu oleh BPD
paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak
kepala desa diberhentian;

b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban pendapatan dan belanja desa
oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala desa paling lama dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling
lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia
pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuhO hari; dan

f. penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling
sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang
dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai
calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

(3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :

a. penyelenggaraan musyawarah desadipumpun oleh ketua BPD yang
tekhnis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oelh panitia pemilihan;

b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah
desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan
peserta musyawarah desa melalui mikanisme musyawarah mufakat atau

“melalui pemyngutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;

d. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan
kepada BPD; dan

e. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa.

(4) Peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
melibatkan unsur masyarakat.
(5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari :

a. tokoh adat; .

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;
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(7)

(8)

(9)

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok pengrajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau

k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat

setempat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k, diwakili

paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.

Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan pemerintah desa

dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di

desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi :

a. pelaporan hasil pemilihan kepala desa melalui kepala desa kepada BPD
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa
mengesahkan calon kepala desa terpilih;

b. laporan calon kepala desa terpilih hasil musyawarah desa oleh ketua
BPD kepada bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima
laporan dari panitia pemilihan;

c. penerbiatan keputusan bupati tentang pengesahan pengangkatan calon
kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan dari BPD;

d. pelantikan kepala desa oleh bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala
desa terpilih dengan susunan acara pelantikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan

mempertimbanngkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

(1) BPD menyampaikan laporan calon kepala desa térpilih hasil musyawarah

desa kepada Bupati.

(2) Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

(3) Bupati wajib melantik calon kepala desa terpilih sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) Pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa dibebankan

pada APBDesa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kepala desa serentak dan

(1)

antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 94

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.




(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut.

BAB X
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 95

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
karena:

a. berakhir masa jabatannya;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai kepala Desa;

e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2
(dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan
Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat atau
sebutan lain.

(4) Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi
terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

(5) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 96

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;

b. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan

d. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar,
dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga
Pengesahan Pemberhentian

Pasal 97

(1) Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 95 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan para pejabat terkait pada
tingkat Provinsi dan Kabupaten.

Pasal 98

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 96 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan
diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali
Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir
masa jabatannya.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi
nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 99

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 96, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala
Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati
mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai
penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.

(2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan
kepala Desa.

Pasal 101

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat
pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat
Kepala Desa.

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan
ditetapkannya Kepala Desa.

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui
Musyawarah Desa.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.

(5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa
jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.




BAB XI
MUSYAWARAH DESA

Pasal 102

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh
BPD, Pemerintah Desa, dan wunsur masyarakat Desa untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(2) Hal yang bersifat strategis sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

penataan Desa;

perencanaan Desa;

kerja sama Desa,;

rencana investasi yang masuk ke Desag;

pembentukan Badan Usaha Milik Desa;

penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

kejadian luar biasa.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(5) Ketentuan tentang Musyawarah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati.
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BAB XII
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 103

BPD mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 104

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
(2) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal
' pengucapan sumpah/janji.
(3) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk
masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau
tidak secara berturut-turut.

Pasal 105

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;

. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

€. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
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g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Pasal 106

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5
(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan
wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

(2) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

(3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara
bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

(4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi
kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”.

Pasal 107

(1) Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua,
dan 1 (satu) orang sekretaris.
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh

anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara
khusus.

(3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota
tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 108
BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

Pasal 109

BPD berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 110

Anggota BPD berhak:

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

b. mengajukan pertanyaan;

c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

d. memilih dan dipilih; dan

e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.




Pasal 111

Anggota BPD wajib:

a.

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;

melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat Desa;

mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan;

menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan Desa. :

Pasal 112

Anggota BPD dilarang:

a.

b.

o oo
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merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

menyalahgunakan wewenang;

melanggar sumpah/janji jabatan;

merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;

merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan
jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
sebagai pelaksana proyek Desa;

. menjadi pengurus partai politik; dan/atau

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 113

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

a.
b.

C.

musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;

musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;

pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna
mencapai mufakat;

apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara pemungutan suara;

pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah
apabila disetujui oleh paling sedikit 2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari
jumlah anggota BPD yang hadir; dan

hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri
notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 114

Ketentuan tentang BPD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.




BAB XIII
HAK, KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

Pasal 115

(1) Desa berhak :

a.

b.
c.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal
usul, adat istiadan, dan nilai social budaya masyarakat Desa;
menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Desa berkewajiban :

a.

Pa0yT

melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan
masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;

mengembangkan kehidupan demokrasi;

mengermbangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Pasal 116

(1) Masyarakat Desa berhak :

a.

oo

€.

meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta
mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa;

memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis serta
bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :

1. Kepala Desa;

2. Perangkat Desa;

3. Anggota Badan Permusyawaratan desa; atau

4, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan
ketentraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban :

a.
b.

membangun diri dan memeliharan lingkungan Desa;

mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.

mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan terteram di
Desa;

memeliharan dan mengembangkan nilai permusyawaratan,
permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.



BAB XIV
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 117

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh
Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan, dan lembaga desa lainnya di desa dapat
memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk
rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Paragraf 1 .
Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 118

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.

(2) Penanggung Jawab Rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai
pemerintah desa adalah kepala desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris
Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan
kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk
mendapatkan masukan.

(4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat
yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(5) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan Pemerintah Desa wuntuk tindaklanjut proses
penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk
dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 119

(1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali
untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka
menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja
Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan
rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi
pelaksanaan APB Desa.

(3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan
sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.




(2)
(3)

(4)

(5
(6)
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(9)

(10)
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(2)
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Bagian Ketiga
Pembahasan

Pasal 120

BPD wajib melakukan pembahasan rancangan peraturan desa paling
lambat 7 (tujuh ) hari sejak surat permohonan persetujuan dari kepala
desa di terima.

BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa.

(3)Kepala Desa menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan
desa dalam rapat paripurna BPD untuk mengawali musyawarah
pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa
dan usulan BPD mengenai hal yang samauntuk dibahas dalam waktu
pembahasan yang sama, makadidahulukan rancangan Peraturan Desa
usulan BPD sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin
Ketua BPD.

Musyawarah BPD dalam pembahsan rancangan Peraturan Desa
dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah Anggota BPD.

Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan peraturan desa
dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri
notulensi musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan
rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Surat Kesepakatan Bersama
yang ditandatangani bersama oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.

Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dengan
peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 121

Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh
pengusul.

Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali
kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 122

Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan
oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung
sejak tanggal kesepakatan.

Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling
lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan
peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kecuali
untuk rancangan peraturan desa yang memerlukan evaluasi oleh Bupati.




Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 123

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) disampaikan kepada
Sekretaris Desa untuk diundangkan.

(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut
wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pengundangan

Pasal 124

(1) Sekretaris Desa mengundangkan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

(2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
' hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh
Sekretaris Desa.

Bagian Keenam
Penyebarluasan

Pasal 125

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan
rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan
Peratuan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga
Pengundangan Peraturan Desa.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan
para pemangku kepentingan.

Bagian Ketujuh
Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 126

(1) Rancangan Peraturan Desa tertentu dimintakan evaluasi kepada Bupati.

(2) Rancangan peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari :

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggung Jawaban Realisasi;

Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa;

Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa;

'Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan

Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

(3) Permohonan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

(4) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak diterima dari BPD untuk dievaluasi.

@ro Qo op




(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati paling lama 20 hari.

(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan
kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

(7) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.

Pasal 127

(1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 126 ayat (4) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari
kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan tersebut oleh
Bupati. ..

(2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaiki dalam waktu
paling lama 7 hari (tujuh) harti kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 128

(1) Kepala Desa memperbaiki Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak
diterimanya hasil evaluasi.

(2) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki Rancangan
Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati
melalui camat.

Pasal 129

Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan
- Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 130

(1) Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 131

(1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 123 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling
lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.

(2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk Tim
klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 132

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1) dapat
berupa:
a. hasil Kklarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum,
dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
dan




b. hasil Kklarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan
Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat
hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan
Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 133

(1) Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi kepada
Camat.

(2) Pendelegasian pelaksanaan evaluasi dan klarifikasi kepada Camat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Peraturan Bersama Kepala Desa

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 134

(1) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
ditetapkidn bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja
sama antar-Desa. ‘

(2) Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa
sebagaimana ‘dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan
rekomendasi dari musyawarah desa.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 135

Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh
Kepala Desa pemrakarsa.

Pasal 136

(1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib
' dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan dapat
dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan
masukan.

- (2) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan
rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Paragraf 3
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 137

Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh
Kepala Desa yang terlibat.




Pasal 138

(1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar-Desa menetapkan
Rancangan Peraturan BersamaKepala Desa dengan membubuhkan tanda
tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.

(2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda
tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita
Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing desa.

- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai

berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal
diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

Paragraf 4
Penyebarluasan

Pasal 139

- Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa

masing-masing.

Bagian Kesembilan
Peraturan Kepala Desa

Pasal 140

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan
Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris
Desa.

Pasal 141

(1) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala
Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

(2) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di
desa diatur dalam Peraturan Bupati.

(3) Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan
Peraturan desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan
dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Bagian Kesepuluh
Partisipasi Masyarakat

Pasal 142

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam Pembentukan Peraturan Desa. _

(2) Masukan sebagimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap perencanaan,
persiapan dan pembahasan Rancangan Peraturan Desa.

(3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui:
a. rapat-rapat umum
b. pertemuan-pertemuan dan/atau;
c. sosialisasi.




(4) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan maka pengusul
Rancangan Peraturan Desa menentukan waktu pertemuan dan jumlah
orang yang diundang dalam pertemuan.

(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan  atas
substansi Rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kesebelas
Pembiayaan

Pasal 143

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APB Desa.

Bagian Keduabelas
Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 144

(1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan dan/atau diundangkan wajib
disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

(2) Penyampaian Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
bahan Bupati dalam pembinaan dan pengawasan Peraturan di Desa.

(3) Bupati dapat membatalkan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
apabila bertentangan dengan kepentingan dan/atau peraturan perundang-
undang yang lebih tinggi atas usul Camat.

BAB XV
KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu
Asas dan Jangka Waktu Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 145

(1) Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertlb dan disiplin, efisiensi
dan optimalisasi anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola
dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai
dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 146

(1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik
Desa yang dipisahkan.

(2) Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBDesa;

d. menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);




e. menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Lanjutan (DPAL);

f. menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan

g. menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya
kepada Perangkat Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa (PPKD).

(4) Pelimpahan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
(PPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 147

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur keuangan.

Pasal 148

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf a, bertugas
sebagai koordinator PPKD.
(2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan
perubahan APB Desa,;
c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB
Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB
Desa;
d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa
tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas
PPKD; dan
f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa
mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan

c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran
APBDesa.

Pasal 149

(1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b bertugas
sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
(2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
b. Kaur Perencanaan.
(3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kasi Pemerintahan;
b. Kasi Kesejahteraan; dan
c. Kasi Pelayanan.
(4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
sesuai dengan bidangnya masing-masing:




(S)

(7)

(1)

(6)

- (3)

4)

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;

b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;

c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya,;

d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas

pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang
tugasnya; dan
f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya
untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-
masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.
Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai
pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
Apabila terjadi kekosongan jabatan Kepala Seksi, maka pelaksana kegiatan
dapat dirangkap oleh Kepala Seksi lain.

Pasal 150

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 149 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan
pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat
dilakukan sendiri; .

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat
Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri
atas :

a. Ketua;
b. Sekretaris; dan
c. Anggota.

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa Desa yang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa.
Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana
kewilayahan.

Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada
saat penyusunan RKP Desa.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan
Kepala Desa.

Pasal 151

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 huruf c

melaksanakan fungsi kebendaharaan.

Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. menyusun Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan

b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan,
menyetorkan /membayar, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan
pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki

Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa.

Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh

Staf yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



BAB XIV :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 152

(1) APBDesa terdiri dari:
a. pendapatan Desa;
b. belanja Desa; dan
c. pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek
belanja, dan rincian objek belanja.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 153

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf a,
yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi
hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. v

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas
kelompok:

a. pendapatan asli Desa;
b. transfer; dan
c. pendapatan lain-lain.

(3) Kelompok pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a, terdiri atas jenis:

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
d. lain-lain pendapatan asli desa.

Pasal 154

Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 153 ayat (3) huruf a,
antara lain bagi hasil BUMDesa.

Pasal 155

Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pasal 153 ayat
(3) huruf ¢ adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.
Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
antara lain hasil pungutan Desa.

Pasal 156

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (2) huruf
b, terdiri atas jenis:

Dana Desa;

bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten;

Alokasi Dana Desa;

bantuan keuangan dari Provinsi; dan

bantuan keuangan APBD Kabupaten.
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(2) Bantuan keuangan dari Provinsi dan bantuan keuangan APBD Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat
umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan
penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak
30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 157

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat
(2) huruf ¢, terdiri atas:

a. penerimaan dari hasil kerja sama antar Desa;

b. penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan pihak ketiga;

¢. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;

d. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

e. koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang
mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
bunga bank; dan
lain-lain Pendapatan Desa yang sah.
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Pasal 158

(1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 huruf d adalah pemberian berupa uang dari
. pihak ke tiga.
(2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
157 huruf g, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak
ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Bagian Kedua
Belanja Desa

Pasal 159

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf b,
yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Desa.

(2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk
mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 160

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. pelaksanaan pembangunan Desa;
c. pembinaan kemasyarakatan Desa,;
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai
dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi
dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.



Pasal 161

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1)
huruf a dibagi dalam sub bidang:
a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional

pemerintahan Desa;

b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf
b dibagi dalam sub bidang:

pendidikan; '

kesehatan;

pekerjaan umum dan penataan ruang;

kawasan permukiman;

kehutanan dan lingkungan hidup;

perhubungan, komunikasi dan informatika;

energi dan sumber daya mineral; dan

pariwisata.

(3) Klas1ﬁkas1 belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf ¢
dibagi dalam sub bidang:
a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
b. kebudayaan dan keagamaan,;
c. kepemudaan dan olah raga; dan
d. kelembagaan masyarakat.

(4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1)
huruf d dibagi dalam sub bidang:

kelautan dan perikanan;

pertanian dan peternakan;

peningkatan kapasitas aparatur Desa;

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);

dukungan penanaman modal; dan

perdagangan dan perindustrian.

(5) Kla81ﬁka31 belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) huruf e
dibagi dalam sub bidang:
a. penanggulangan bencana;
b. keadaan darurat; dan
c. keadaan mendesak.
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Pasal 162

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (3), terdiri atas:
a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;

c. belanja modal; dan

d. belanja tak terduga.

Pasal 163

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a,
dianggarkan untuk kegiatan :

penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;

penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;

penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa;

penyediaan tunjangan BPD.
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya
dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB
Desa.

Pasal 164

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b,
digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai
manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
antara lain untuk:

operasional pemerintah Desa,;

pemeliharaan sarana prasarana Desa;

kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;

operasional BPD;

insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentlf Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun
Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan
pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban,
serta pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan Desa.
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Pasal 165

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf ¢, digunakan
untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12
(dua belas) bulan dan menambah aset.

(2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 166

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf d
merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal
Desa.

(2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana,
keadaan darurat; dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memenubhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan

c. berada di luar kendali pemerintah Desa.

(3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat
terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

(4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena
adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan
sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan
terganggunya pelayanan dasar masyarakat.



5)] Kegiatan' pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya

pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin
yvang mengalami kondisi darurat.

(6) Tata cara penggunaan anggaran kegiatan sub bidang penanggulangan

bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak melalui cara :

a. Kepala Desa menetapkan status bencana, keadaan darurat dan
keadaan mendesak dengan Surat Keputusan;

b. Kepala Desa memimpin rapat kerja bersama pelaksana kegiatan
anggaran;

c. Hasil kesepakatan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf (b),
dituangkan dalam berita acara;

d. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi
kepala Desa untuk melaksanakan anggaran biaya bidang tak terduga;

e. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud huruf (d) dilampiri
dengan RAB.

(7) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi atas

(1)

(2)

(1)

(2)

(2)

jenis belanja, obyek belanja, dan rincian obyek belanja sebagaimana
tercantum dalam lampiran.

Pasal 167

Belanja tak terduga untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal
Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 166 ayat (1) dapat dianggarkan
melalui APB Desa dan/atau APB Desa Perubahan.

Sumber pendanaan belanja tak terduga dapat diambilkan dari sumber
pendapatan yang dianggarkan dalam APB Desa dan/atau bersumber dari
pengalihan belanja kegiatan lainnya pada Bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa.

Bagian Ketiga
Pembiayaan

Pasal 168

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1) huruf c,
merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 169

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2)

huruf a, meliputi:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan
bangunan.

SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi

pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan

belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.



(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
- digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
(4) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil
penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 170

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2)
huruf b, terdiri atas :

a. pembentukan dana cadangan; dan
b. penyertaan modal.

Pasal 171

(1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170
huruf a, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan peraturan Desa.

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

C.  besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas

penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah
ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan
Kepala Desa.

Pasal 172

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b antara
lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa dalam
bentuk uang yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan
pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kekayaan Desa yang dipisahkan.

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk
tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.

- {4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Proses penyertaan modal BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui
pemindahbukuan.

Pasal 173

(1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat berupa uang dan/atau barang.
(2) Tata cara penyertaan modal pada BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 172 ayat (4) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator

penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan
penyertaan modal.




(3) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud

(4)

(1)
()

pada ayat (2) meliputi:

a. Penyertaan modal dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila terjadi
surplus anggaran.

b. Penyertaan modal dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila
barang tersebut tidak sedang dipergunakan untuk pelaksanaan
penyelenggaran pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.

Indikator analisis kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) meliputi:

a. latar belakang BUMDesa antara lain : data BUMDesa, data Pimpinan,
struktur organisasi/ Kelembagaan BUMDesa, susunan
pemilik/pemegang saham.

b. analisis pasar/pemasaran Antara lain : produk/jasa yang dihasilkan,
gambaran pasar, target penjualan, strategi pemasaran, analisis pesaing,
saluran distribusi, keunggulan yang dimiliki.

c. rencana pengembangan usaha BUMDesa Antara lain: strategi
pemasaran, strategi produksi. ,

d. dampak dan resiko usaha antara lain : dampak terhadap masyarakat
sekitar, dampak terhadap lingkungan, resiko usaha, antisipasi resiko
usaha.

Pasal 174

Selisih "pembiayaan merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan
dengan pengeluaran pembiayaan.
Selisih pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB XV
PENGELOLAAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 175

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

o000

perencanaan;
pelaksanaan;
penatausahaan;
pelaporan; dan
pertanggungjawaban.

Pasal 176

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175
dilakukan dengan Basis Kas.

Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pencatatan
transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa.
Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem
informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri. -
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Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 177

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa sebagaiamana dimaksud pada
pasal 175 huruf a, merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran
pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan
dalam APB Desa.

Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan Pedoman penyusunan
APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan
rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 178

Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa kepada Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan
disepakati bersama dalam musyawarah BPD.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat
melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya.

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 179

Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3), Kepala Desa menyiapkan Rancangan
Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.

Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 180

Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB
Desa kepada camat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 181

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 178 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Camat paling
lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
a. surat pengantar;

b. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
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c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;

d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa;

€. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan

g. Dberita acara hasil musyawarah BPD.
Pasal 182

Camat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam
pelaksanaan evaluasi.

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20
(dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan Desa dimaksud
berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan
menjadi Peraturan Desa.

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan
penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 183

Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (5)
tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan
Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa manjadi
Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan
Keputusan Camat.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa bersama
BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.
Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa
hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun
sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang
APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

Pasal 184

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi
ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran
sebelumnya. '

Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang

penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa
tentang APB Desa.
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Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan
Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa kepada Bupati cq.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumenep dengan
tembusan Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 185

Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada

masyarakat melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. APBDesa;

b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
dan

c. alamat pengaduan.

Pasal 186

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan;

b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan
tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang,
antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan

d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. Merupakan keadaan yang menyebabkanestimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran dalam APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan
lebih besar dari 50%.

b. Presentase 50% sebagimana dimaksud pada ayat 4 huruf a, merupakan
selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam

- APB Desa :

Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan peraturan Desa mengenai perubahan APBDesa dan tetap

mempedomani RKP Desa.

Pasal 187

Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala

Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan

Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.

Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada
tahun anggaran berjalan dari bantuan keuangan yang bersifat khusus ;

b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar
obyek dan/atau rincian obyek belanja dalam satu kegiatan; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran
berjalan;

d. Kriteria kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya

sebagaimana dimaksud huruf ¢ disebabkan karena faktor cuaca dan
faktor alam;

¢. Penganggaran kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
keadaan mendesak.



(3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan
Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya
disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai
Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.

(4) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 187 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai
perubahan APB Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan _

Pasal 188'

(1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan
pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank
yang ditunjuk Bupati.

(2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh

Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur
Keuangan.

(3) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening
kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

(4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Desa melalui rekening kas
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal 189

(1) Nomor rekening kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188
- dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa melalui Camat.

(2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur
dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 190

Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai yang bersumber dari penerimaan
pendapatan desa harus disetorkan ke kas desa paling lambat 2 hari kerja.

Pasal 191

- (1) Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran

sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APBDesa ditetapkan.

(2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan
c. Rencana Anggaran Biaya.

(3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
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Rencana Kerja Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan,
pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari
kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 192

Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima
belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.

Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa.

Pasal 193

Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau
perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa yang
menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi
perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.

DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan;dan

b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan. _

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan
DPPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam)
hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15
(lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.

Kepala Desa menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa. '

Pasal 194

Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang
telah disetujui kepala Desa.

Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang
diajukan Kaur Keuangan.

Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi
Sekretaris Desa.

Pasal 195

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, memuat arus kas masuk

dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening
kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh
kepala Desa.

(1)

Pasal 196

Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, memuat semua
pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan
pendapatan lain.
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Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh
bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 197

Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 memuat semua
pengeluaran belanja atas beban APBDesa.

Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung
dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala
Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang
timbul dari penggunaan bukti tersebut.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap
tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku
pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran
kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 198

Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah
disetujui Kepala Desa.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan pengadaan ‘melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan
melalui swakelola.

Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari
wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan
masyarakat setempat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui
swakelold, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh
penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan
pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan
barang/jasa di Desa mengacu pada peraturan perundang-undangan
mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 199

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam
setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang
tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang
tertera dalam DPA.

Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran. ‘

Pasal 200

Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 198 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara
swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam
waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur
Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
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Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan
pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa
kepada Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran
dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih
kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan
anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 201

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui

penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.

Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:

a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan

b, bukti penerimaan barang/jasa di tempat.

Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sekretaris Desa berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh
Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang
tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan
yang ditetapkan.

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil

verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran

yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala

Desa.

Pasal 202

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan

akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai. :

(1)

(2)
3)

4)

Pasal 203

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB
pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada
kepala Desa melalui sekretaris Desa.

Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB
pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan
verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga
kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa
ditetapkan.



(1)

(2)

(4)

Pasal 204

Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran
Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan mengenai perpajakan yang berlaku. '

Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak
terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan
modal.

Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang
dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 205

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195
dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan
Pasal 176 dianggarkan dalam APB Desa.

(1)

(2)

(3)

(4)

(8)

(7)

)

(2)

Pasal 206 |

Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja; dan

b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan

penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja

tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan

yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan.

SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau

lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan

perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada

tahun anggaran berikutnya.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali

rancangan DPA untuk disetujui kepala Desa menjadi DPAL untuk

mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan

rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu

menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan

anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember

tahun anggaran berjalan.

Sekretaris Desa menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan

yang akan disahkan dalam DPAL. _

DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang

belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 207

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat
(1) huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 171s huruf a dicatatkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas
Desa.



3)

4)

(5)

(2)

(1)
(2)
(3)

(@)

(3)

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan.
Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana
cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada
penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.

Pasal 208

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 huruf b
dicatat pada pengeluaran pembiayaan.

Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimasukan sebagai pendapatan asli Desa.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pas;xl 209

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai
pelaksana fungsi kebendaharaan.

Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 210

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri
atas:

a. buku pembantu bank;

b. buku pembantu pajak; dan

c. buku pembantu panjar.

Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas
Desa. '

Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran
pajak. :

Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 211

Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

a.
b.

C.

(1)

disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten;

disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos
oleh pihak ketiga; dan

disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak
ketiga.

Pasal 212

Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang
telah disetujui oleh Kepala Desa.




(2)

(3)
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Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara
swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi
pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta
telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui
penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada
penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana
kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai dan honorarium
dilakukan secara langsung melalui transfer atau pemindahbukuan ke
rekening penerima oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
Pengeluaran atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan
kuitansi penerimaan.

Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 5))
ditandatangani oleh Kaur Keuangan.

Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
oleh penerima dana.

Pasal 213

Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 209 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada
Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa
untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 214

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
pertama kepada Bupati melalui camat.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan

b. laporan realisasi kegiatan.

Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 202 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 215

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.




(3)

(1)

(2)

(@)

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a. laporan keuangan, terdiri atas:
1. laporan realisasi APB Desa; dan
2. catatan atas laporan keuangan.

b. laporan realisasi kegiatan; dan

c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang
masuk ke Desa.

Pasal 216

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215
merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
akhir tahun anggaran.

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB
Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina

Pemerintahan Desa paling lambat minggu .kedua Bulan April tahun
berjalan.

Pasal 217

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 dan Pasal 216
diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat;
a. laporan realisasi APB Desa;

b. laporan realisasi kegiatan;

c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana,;
d. sisa anggaran; dan

e. alamat pengaduan.

Pasal 218

Pedoman pengelolaan keuangan desa lebih lanjut diatur dalam peraturan
bupati.

(1)

(2)

BAB XVI
ASET DESA

Bagian Pertama
Jenis Aset Desa

Pasal 219

Jenis aset desa terdiri atas :

a. kekayaan asli desa;

b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;

c. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang
sejenis; '

d. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. hasil kerjasama desa; dan

f. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
atas :

a. tanah kas desa;
b. pasar desa;

C. pasar hewan;

d. tambatan perahu;




(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

4

(S)

bangunan desa;

pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;

pelelangan hasil pertanian;

hutan milik desa;

mata air milik desa;

pemandian umum; dan lain-lain kekayaan asli desa.

TR e

Bagian Kedua
Pengelolaan dan pengelola

Pasal 220

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas,
dan kepastian nilai.

Pengelolaan asset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Pasal 221

Kepala Desa sebagai pemegang Kkekuasaan pengelolaan aset desa

berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan

tanggungjawab :

a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;

b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;

C. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset
desa;

d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;

e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau
penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah
desa;

f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai
batas kewenangan; dan

g menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau
bangunan.

Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan,

tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil
pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan
aset lainnya milik desa.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada

Perangkat Desa.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:

a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan

b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.

Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf

b, berasal dari Kepala Urusan.

Pasal 222

Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 221 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:

a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;

b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan aset desa ;




C. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan
aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;

d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa;dan

e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

Pasal 223

Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 221 ayat (5)

huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:

a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;

b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh
dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;

c. melakukan inventarisasi aset desa;

d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan

€. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Pasal 224

(1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

(2) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status
kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

(8) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.

(5) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan Jjaminan untuk mendapatkan
pinjaman.

Pasal 225

Pengelolaan aset Desa meliputi:
perencanaan;
pengadaan;
penggunaan;
pemanfaatan;
pengamanan;
pemeliharaan;
penghapusan;
pemindahtanganan;
penatausahaan;
pelaporan;
penilaian;
pembinaan;

. pengawasan; dan
Pengendalian.
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Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 226

(1) Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf a,
dituangkan dalam Rencana PembangunanJangka’ Menengah Desa
(RPJMDesa) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun
dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan

ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa
yang ada.
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Paragraf 2
Pengadaan

Pasal 227

Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 225 huruf b,
dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan
terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pengadaan barang/jasa di desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penggunaan

Pasal 228

Penggunaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf c,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan
Kepala Desa.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 229

Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf d,
dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk
menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:

a. sewa,

b. pinjam pakai;

. kerjasama pemanfaatan: dan

d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dalam Peraturan Desa. :

Pasal 230

Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

229 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.

Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3

(tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-

kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek perjanjian sewa;

C. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu sewa;

e. hak dan kewajiban para pihak;

keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

h
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Pasal 231

Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa
dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah,
bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. 7
Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan
dapat diperpanjang.

Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang
sekurang -kurangnya memuat:

para pihak yang terikat dalam perjanjian;

jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

jangka waktu pinjam pakai;

tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan
selama jangka waktu peminjaman;

hak dan kewajiban para pihak;

keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
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Pasal 232

Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)
huruf ¢, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain
dilaksanakan dalam rangka: :

a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa;dan

b. meningkatkan pendapatan desa.

Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan

dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk
memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang
diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan
atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama
pemanfaatan;

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban,

antara lain:

a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil
Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;

b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama

- pemanfaatan; dan

¢. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan

ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat;:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek kerjasama pemanfaatan;

jangka waktu;

hak dan kewajiban para pihak;

penyelesaian perselisihan;

keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan

peninjauan pelaksanaan perjanjian.

R0 Qo
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Pasal 233

Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud

pada Pasal 229 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain

dilaksanakan dengan pertimbangan:

a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi
penyelenggaraan pemerintahan desa;

b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan
fasilitas tersebut.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu

pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:

a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun;dan

b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarannya
ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh
Pemerintah Kabupaten.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan,
menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek
bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya
yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat
perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 234

Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama

20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.

Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan

evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh

Pemerintah Kabupaten.

Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna

diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 232,

Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan

surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:

a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. objek bangun guna serah;

c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;

d. penyelesaiaan perselisihan;

¢. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan

f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

g Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan
bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 235

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau
bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 dan Pasal 234
dilaksanakan setelah mendapat jjin tertulis dari Bupati.

Pasal 236

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 232, Pasal 234 dan Pasal 235
‘merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.




(2)

- (3)
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Paragraf 5
Pengamanan

Pasal 237

Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf e,

wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi:

a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan
penyimpanan dokumen kepemilikan;

b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan
jumlah barang dan hilangnya barang;

C. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara
pemagaran dan pemasangan tanda batas;

d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c,
dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan

€. peéngamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status
kepemilikan.

Biaya Pengamanan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 6
Pemeliharaan

Pasal 238

Pemeliharaan aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf f,
wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf 7
Penghapusan

Pasal 239

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 huruf g
merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data
inventaris desa.

Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:

a. beralih kepemilikan; :

b. pemusnahan; atau

c. sebab lain.

Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a, antara lain:

a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan
sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris
aset milik desa.

Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

dengan ketentuan:

a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan /atau tidak
memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;

b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan
keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.




(5) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana
dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
a. hilang;
b. kecurian; dan
c. terbakar;

Pasal 240

Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 239 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 241

(1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 240
tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat
Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 242

(1) Aset milik desa yang desa-nya dihapus sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah
Kabupaten sebagai pendapatan daerah.

(2) Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan
seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.

(3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk
pembangunan sarana prasarana desa.

(4) Aset milik desa yang desa-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka
penataan desa, aset desa yang desa-nya dihapus menjadi milik desa yang
digabung.

Paragraf 8
Pemindahtanganan

Pasal 243

(1) Bentuk pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
225 huruf h, meliputi:
a. tukar menukar;
b. penjualan;
C. penyertaan modal Pemerintah Desa.

(2) Pemindahtanganan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa Tanah dan/atau bangunan milik desa hanya dilakukan dengan
tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 244

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) huruf

b, apabila: ’

a. aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh
Pemerintahan Desa, seperti pchon jati, meranti, bambu, sapi, kambing

c. penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan
melalui penjualan langsung dan/atau lelang;



d. penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ antara lain meja,
kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;

€. penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ antara lain
kendaraan bermotor, peralatan mesin;

f. penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dilengkapi dengan bukti
penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang
Penjualan;

8. uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan e dimasukkan
dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa;

Pasal 245
(1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 243 ayat (1) huruf ¢, dilakukan dalam rangka pendirian,
pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Desa

(BUMDesa).
(2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas
Desa.
Paragraf 9
Penatausahaan
Pasal 246

(1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur
pada Pasal 228 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan
diberi Kodefikasi.

(2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum
mengenai kodefikasi aset desa.

Paragraf 10
Penilaian

Pasal 247
Pemerintah Daerah Kabupaten bersama Pemerintah Desa melakukan

inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 248

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 dalam rangka
pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan
dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 249

Pengelolaan Aset Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tukar menukar Aset Desa

Pasal 250

Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

a. untuk kepentingan umum;

b. bukan untuk kepentingan umum; dan




Cl

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

tanah kas desa selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk
kepentingan umum.

Paragraf 1
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 251

Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf a,
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan
nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah
pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;

C. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;

d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diutamakan
berlokasi di Desa setempat; dan

e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Desa setempat
sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi
dalam satu  Kecamatan . dan/atau Desa dikecamatan lain yang
berbatasan langsung.

Pasal 252

Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250

dilakukan dengan tahapan:;

a. Kepala Desa menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil
Musyawarah Desa tentang tukar menukar tanah milik Desa dengan
calon lokasi tanah pengganti berada pada desa setempat;

b. Kepala Desa menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk
selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur;
Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 huruf e, dilakukan dengan

tahapan:

a. Bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk
mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam
berita acara;

b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud
pada huruf b disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan
pertimbangan pemberian persetujuan;

C. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud huruf c,
Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data;

d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa
menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa.

Pasal 253

Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2)
dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi
fisiklokasi tanah milik desa dan lokasi calonpengganti tanah milik desa.




(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 ayat (2) dilakukan
untuk memperoleh bukti formil melaluj pertemuan di desa yang dihadiri
oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar
menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti,
aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta
pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

(3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh
para pihak dan/atau instansi terkait lainnya. '

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

a. hasil musyawarah desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan
penggunaannya; dan

c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 254

(1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud Pasal 251 ayat (2) huruf
a, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang
relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain
untuk tanah.

(2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur oleh Bupati. :

(3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas
Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 255

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 250 kepada Menteri.

Paragraf 2
Bukan Kepentingan Umum

Pasal 256

(1) Tukar menukar tanah milik desa bukan untuk pembangunan
kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b,
hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih
penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan
rencana tata ruang wilayah (RT/RW).

(2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan
perumahan.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti
rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan menggunakan
nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;

b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di desa setempat;

c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di desa setempat
sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi
dalam satu kecamatan dan/atau desa dikecamatan lain yang
berbatasan langsung.




Pasal 257

(1) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 256
ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik
desa;

b. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan
setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;

c. Sebelum Bupati menerbitkan ijin sebagaimana dimaksud pada huruf b,
terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;

d. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c
keanggotaannya terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait
yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;

e. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan
mengikutsertakan tenaga penilai; ‘

f. Tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e
melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa,
menguntungkan desa, dan tidak merugikan aset desa; dan

g. Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan
pertimbangan; dan

h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada
Gubernur untuk permohonan izin.

(2) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah milik
desa, sebagaimana ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian
melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 258

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2),
dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik
lokasi tanah milik desa dan lokasi calon pengganti tanah milik desa.

(2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 ayat (2) dilakukan
untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri
oleh unsur dari Pemerintah Desa, BPD, pihak yang melakukan tukar
menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti,
aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta
pihak dan/atau instansi terkait lainnya. g

(3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang
ditandatangani oleh para pihak dan /atau instansi terkait lainnya.

(4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:

a. hasil musyawarah desa;

b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah desa berdasarkan
penggunaannya; dan

c. bukti kepemilikan tanah desa yang ditukar dan penggantinya.

(5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan
pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan jin dan selanjutnya
disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 259

(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa melakukan
tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran
materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum
memberikan persetujuan.

(2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.




Paragraf 3 :
Tanah Kas Desa Selain Untuk Kepentingan Umum
Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 260

(1) Tanah milik Desa berada di Luar Desa atau tanah milik desa tidak satu
hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau
tanah milik desa yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat
dilakukan tukar menukar ke lokasi desa setempat.

(2) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna.

(8) Tukar menukar tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. tukar menukar tanah milik desa dimaksud harus senilai dengan tanah
penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;

b. ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang tukar menukar Tanah milik
desa;dan

¢. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan
setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 261
Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 251, Pasal 256,

dan Pasal 260 dihapus dari daftar inventaris asset Desa dan penggantinya
dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Pasal 262

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaiaan
sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud pada Pasal 251, Pasal
256, dan Pasal 260 dibebankan kepada pihak pemohon.

Pasal 263 |

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalam
Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 264

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa;
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.

Bagian Kelima
Pembiayaan

Pasal 265

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa,
pembiayaan dibebankan pada APBDesa.



BAB XVII
SISTEM RENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Asas, Maksud dan Tujuan

Paragraf 1
Asas

Pasal 266

Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan sistem perencanaan
pembangunan desa yang partisipatif berdasarkan pada asas musyawarah
mufakat, gotong-royong, kemandirian, partisipasi; terbuka, akuntabel,
kesetaraan, manfaat, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 267

(1) Maksud ditetapkannya Sistem Perencanaan Pembangunan Desa adalah
memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan
Pembangunan Desa.

(2) Tujuan ditetapkannya Sistem Perencanaan Pembangunan Desa ini
adalah :

a. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya yang sistematis, terarah, terukur, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tetap mengacu
pada perencanaan pembangunan kabupaten;

b. mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan di Desa;

¢. memberdayakan Masyarakat dalam setiap proses perencanaan
pembangunan di Desa;

d. memberikan kepastian hukum sistem perencanaan pembangunan di
Desa.

Bagian Kedua '
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 268

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, wajib disusun
perencahaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan
mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun secara berjenjang meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; dan
. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana
Kerja Pemerintah Desa;

(3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan salah satu sumber masukan dalam Perencanaan
Pembangunan Kabupaten.

Pasal 269

(1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
266, diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa,
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Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagimana
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan
musyawarah perencanaan Pembangunan Desa secara partisipatif.
Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
Masyarakat Desa.

Unsur Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
tokoh agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
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Pasal 270

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana dimaksud
pasal 268 ayat (2) huruf a, merupakan dokumen rencana pembangunan
desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi
kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pelaksanaan
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat,
dan arah kebijakan pembangunan Desa.

RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Desa
dan prioritas pembangunan Kabupaten.

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka
waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa,
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Pasal 271

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268

ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi

uraian:

a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;

.c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui

kerja sama anta-Desa dan pihak ketiga;

d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh
desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, dan pemerintah Kabupaten; dan

e. Pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun

berjalan.



(5) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Peraturan Desa;

(6) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan
APB Desa.

Pasal 272

(1) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen
perencanaan di Desa.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa. |

Bagian Ketiga
Tahapan Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 273

Tahapan perencanaan Pembangunan Desa, meliputi:
a. tahap perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

C. pengawasan.

Pasal 274

(1) Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan melalui tahapan kegitan:

a. penyusunan rancangan awal RPJM Desa;

b. Musrenbang Desa jangka menengah; dan

C. penyusunan rancangan akhir Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
(2) Penyusunan RKP Desa dilaksanakan melalui tahapan kegiatan:

a. penyusunan rancangan awal RKP Desa berdasarkan RPJM Desa;

b. Musrenbang Desa tahunan; dan

¢. penyusunan rancangan akhir Peraturan Desa tentang RKP Desa.

‘ Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJM Desa)

Paragraf 1
Umum

Pasal 275

(1) Kelapa Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
c. pengkajian keadaan Desa;
d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
€. penyusunan Rancangan RPJM Desa;
f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah

perencanaan pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.
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Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 276

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.

Tim penyusun RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Susunan organisasi tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari ;

Kepala Desa selaku Pembina;

Sekretaris Desa selaku Ketua;

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat lainnya.

Dalam hal Desa tidak terdapat Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, maka posisinya digantikan oleh Kaur Pemerintahan
Umum.

Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d,
terdiri dari:

tokoh agama 1 (satu) orang;

tokoh masyarakat 1 (satu) orang;

tokoh pendidikan 1 (satu) orang;

perwakilan kelompok tani dan/atau nelayan 1 (satu) orang;

perwakilan kelompok perajin 1 orang;

perwakilan  kelompok perempuan dan/atau pemerhati dan
perlindungan anak 1 (satu) orang.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tim
penyusun dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi
sosial budaya masyarakat dan mempertimbangkan keterwakilan unsur
wilayah.
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Pasal 277

Calon Tim penyusun dari unsur Perangkat Desa dan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276
ayat (3) huruf d, berdasarkan penugasan dari masing-masing lembaga;
Calon Tim penyusun dari unsur masyarakat lainnya sebagaimana
dimaksud dalam pasal 276 ayat (5), dipilih oleh peserta Musyawarah
Desa.

Pembentukan Tim RPJM Desa dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Tim Penyusun PRJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 278

Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 277, adalah sebagai berikut;

a. melaksanaan pemetaan kondisi Desa;

b. melaksanaan pendataan dan pengumpulan dokumen pembangunan
yang berasal dari desa, kecamatan maupun dari kabupaten;

c. melaksanakan pengkajian potensi dan masalah melalui pertemuan
dusun/RT/RW dan pertemuan desa;

d. menganalisis prioritas usulan kegiatan pembangunan desa secara
partisipatif dalam berbagai forum penggalian gagasan dan menyusun
dalam bentuk daftar prioritas usulan;




€. menyusun draf RPJM Desa;
f. menyerahkan draf RPJM Desa kepada kepala Desa.

(2) Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun RPJM Desa berakhir setelah
draf RPJM Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kelima
Tahapan Kegiatan Tim Penyusun RPJM Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 279

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
b. pengkajian keadaan Desa;
C. penyusunan Rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan Rancangan RPJM Desa.

Paragraf 2
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 280

(1) Tim Penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279
huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan
kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan Desa. »

(8) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan /atau mendapatkan informasi
tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

¢. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

d. Rencana Rincian Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan

e. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 281

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280,
dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan
kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan
pembangunan yang akan masuk ke Desa.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.




(1)
(2)

(4)

(1)

(@)

(4)

(5)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 3
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 282

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 huruf b. ‘

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam.rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.

Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
kegiatan sebagai berikut:

a. penyelarasan data Desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

C. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf ¢ menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam
rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 283

Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3)
huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. pengambilan data dari dokumen data Desa;

b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini,

Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya
alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber

~daya sosial budaya yang ada di Desa.

Hasil penyelarasan .data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format data Desa.

Format data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran
laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Hasil penyelarasan data desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 284

Penggalian gagasan masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 282
ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemu kenali potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
Usulan rencana kegiatan sebagaiman dimaksud pada ayat (2), meliputi
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 285

Penggalian gagasan masyarakat sebagaiman dimaksud dalam Pasal 282
ayat (3) huruf b, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh
unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.

Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pad ayat (1), dapat
dilakukan melalui musyawarah dusun dan /atau musyawarah khusus
unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:

a. tokoh agama;

b. tokoh masyarakat;

c. tokoh pendidikan;




(4)

(5)

(1)
(2)

(3

(4)

(1)

(2)
3)

kelompok tani;

kelompok nelayan;

kelompok perajin;

kelompok perempuan;

kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

kelompok masyarakat miskin; dan

kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya
masyarakat Desa. :

Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), melakukan pemetaan
aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai
bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Dusun dan/atau
Musyawarah khusus unsur Masyarakat Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap
musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

d.
c.
f,
g.
h.
i.
j.

Pasal 286

Penggalian gagasan sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3)
huruf b, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan
Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat,

Tim penyusun RPJM. Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil
penggalian gagasan.

Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat
menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan masyarakat Desa. '

Pasal 287

Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284,

Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format usulan rencana kegiatan.

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat-
(2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Paragraf 4
Laporan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 288

Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan

Desa.

Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:

a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke
Desa;

c. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun

dan/atau kelompok masyarakat.
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Pasal 289

Tim Penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil
pengkajian keadaan Desa.

Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengkajian keadaan Desa hasil
kerja Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan
rancangan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

Bagian Keenam
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 290

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 291

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, membahas

dan menyepakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi
dan misi kepala Desa;

€. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa,
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang

dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pembangunan  Desa, pembinaan  kemasyarakatan Desa, dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

membahas sebagai berikut:

laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan

rencana pelaksanaan kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh

perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa,

dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
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Pasal 292

Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 291, dituangkan dalam berita acara.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi
pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.
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Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 293

Tim Penyusun RPJM Desa menyusun Rancangan RPJM Desa berdasarkan
berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292.

Rancangan RPJM Desa sebagaima dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam format Rancangan RPJM Desa.

Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil
penyusunan Rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen Rancangan
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim
Penyusun RPJM Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 294

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah
disusun oleh Tim Penyusun RPJM desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 293,

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan
Kepala Desa dalam hal Kepala Desa belum menyetujui Rancangan RPJM
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 295

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM
Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan
Desa.

Pasal 296

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 295, membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa.
Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 4
Penetapan RPJM Desa

Pasal 297

Kepala- Desa mengarahkan Tim Penyusun RPJM Desa melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil
kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 296. ,

Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).




Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan

Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
tentang RPJM Desa,

Paragraf 5
Perubahan RPJM Desa

Pasal 298

Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan

disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketujuh
Penyusunan RKP Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 299

Kepala Desa menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM
Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintah
Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten
berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun
berjalan.

RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan
September tahun berjalan.

RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
Pasal 300

Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat
Desa.

Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan kegiatan yang meliputi:
a. peényusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah
Desa;
b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
C. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan
yang masuk ke Desa;
- pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa;
- penetapan RKP Desa;
. perubahan RKP Desa; dan

. pengajuan daftar usulan RKP Desa.
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‘ Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 301

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa.

Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman bagi pemerintah Desa menyusun Rancangan RKP Desa dan
daftar usulan RKP Desa.

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 302

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: '

a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian
yang dibutuhkan.

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal

dari warga masyarakat Desa dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan

dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman

Kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.

: Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 303

Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa.

Tim Penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah
paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;

Kepala Desa selaku Pembina;

Sekretaris Desa selaku Ketua;

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku Sekretaris; dan
Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur
masyarakat lainnya.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan
perempuan.

Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan
Juni tahun berjalan.

Tim Penyusun RKP Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

aocop

Pasal 304

Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun RKP Desa, adalah sebagai

berikut;

a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan
yang masuk ke Desa; :

b. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

¢. penyusunan Rancangan RKP Desa; dan
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d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
e. menyerahkan draf RKP Desa kepada Kepala Desa;
Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berakhir setelah draf RKP Desa diserahkan kepada Kepala Desa.

Paragraf 4

Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan

Masuk ke Desa

Pasal 305

Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang:

a. pagu indikatif Desa; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa.

Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala

Desa dari Kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 306

Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 yang meliputi:

a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana
perimbangan yang diterima daerah;

C. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah; dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah.

Tim Penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana

program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) yang meliputi:

a. rencana kerja pemerintah daerah;

b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah
provinsi dan pemerintah daerah kabupaten.

¢. Hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat
daerah.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
kedalam format pagu indikatif Desa.

Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke
dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.

Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

ayat (4), Tim Penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan

berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 307

Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal
terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305 ayat (1) huruf a.

Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah
Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai
dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada tanggal 31 Desember
tahun berjalan.



(1)

(2)

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 308

Tim Penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana
kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya
sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.

Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi Tim Penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 309

Penyusunan Rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
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hasil kesepakatan musyawarah Desa;

pagu indikatif Desa;

pendaptan asli Desa;

rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah
daerah kabupaten;

jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;

hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan

hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 310

Tim Penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan
Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi:

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara; dan

d. Anggota pelaksana.

Pelaksana  kegiatan sebagaimana  dimaksud pada ayat (2),
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 311

Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:

a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa;

C. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui
kerjasama antar Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan,, dan anggaran Desa yang dikelola oleh
Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan

e. pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa
dan/atau unsur masyarakat Desa.

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan

dalam format rancangan RKP Desa.

Rancangan RKP Desa dan Sistematika RKP Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 312

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 dilampiri
rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati
bersama para Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim Verifikasi.

Pasal 313

Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan
rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan
rancangan daftar usulan RKP Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim
penyusun RKP Desa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPK Desa sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (1).

Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menyelenggarakan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 314

Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP
Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

toko agama;

tokoh masyarakat;

tokoh pendidikan;

perwakilan kelompok tani;

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat melibatkan unsur
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
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Pasal 315
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 memuat
rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat Desa.
Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi
prioritas program dan kegiatan yang didanai:
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pagu indikatif Desa;

pendapatan asli Desa;

swadaya masyarakat Desa;

bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau
pemerintah daerah kabupaten.

Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa
yang meliputi:

a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan
berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
pendayagunaan sumber daya alam;

pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

peningkatan kualitas keteriban dan ketentraman masyarakat Desa
berdasarkan kebutuhan masyarakat desa; dan

peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
Desa.
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Pasal 316

Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314, dituangkan dalam berita acara.
Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa untuk melakukan
perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan
musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
tentang RKP Desa. :

Paragraf 8
Perubahan RKP Desa

Pasal 317

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang mempunyai
kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena

- dampak terjadiunya persitiwa khusus;

C. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan
RAB; dan




d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Bagian Kedelapan
Pendanaan

Pasal 318

Pembiayaan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa sampai
dengan ditetapkannya hasil Musyawarah Pembangunan Desa bersumber dari
- APB Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
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Bagian Kesembilan
Pendampingan Masyarakat Desa

Pasal 319

Pemerintah' daerah menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Desa
dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara teknis dilaksakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten
dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.

Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Desa di
wilayahnya.

Bagian Kesepuluh
Pemantauan dan Akses Informasi

Pasal 320

Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan
pelaksanaan pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pembangunan
Desa.

Pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimksud pada ayat (2)
dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan desa dan tahap
pelaksanaan pembangunan desa.

Pemantauan tahapan perencanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara menilai penyusunan
RPJM Desa dan RKP Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara menilai antara lain:
pengadaan barang dan /atau jasa, pengadaan bahan/material,
pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman
bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan
pembangunan Desa.

Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan
terhadap pelaksanaan pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam hal pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak
menanggapi laporan dan berbagai keluhan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), masyarakat Desa dapat melaporkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
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Pasal 321

Pemerintah Desa wajib menginformasikan secara tertulis perencanaan
dan pelaksanaan perencanaan pembangunan desa melalui layanan
informasi kepada umum dengan media informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat dan melaporkannya dalam musyawarah desa paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.
Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk
menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

Bagian Kesebelas
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 322

Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Camat menyampaikan rancangan
RPJM Desa kepada Bupati untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga)
hari sejak disepakati.

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh)
hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut
berlaku dengan sendirinya.

Ketentuan lebih lanjut prosedur evaluasi RPJM Desa diatur dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 323

Kepala Desa menyampaikan draf usulan RKP Desa kepada Bupati melalui
Camat.

Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi

materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan
kecamatan dan kabupaten.

Bupati menginformasikan kepada pemerintah Desa tentang hasil
pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3).

Informasi tentang hasil pembahasan daftar wusulan RKP Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh pemerintah Desa

setelah disalenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan di
kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima pemerintah desa
paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keduabelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 324

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan

pembanguna desa dengan cara: _

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap
dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan perencanaan
pembangunan desa;




(2)

d. memberikan bimbingan teknis kepada pemerintah desa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KERJASAMA DESA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 325

Kerjasama Desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 326

Kerjasama Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama
dan mencegah ketimpangan antar Desa.

Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 327

Desa dapat mengadakan kerja sama antar Desa yang dilakukan sesuai

kewenangannya untuk kepentingan desa yang dituangkan dalam

Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-

Desa.

Musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas

hal yang berkaitan dengan :

a. -pembentukan lembaga antar Desa;

b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat
dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;

c. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan
antar-Desa;

d. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar Desa, dan
Kawasan Perdesaan;

e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut
berada; dan

f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar
Desa.

Desa dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga yang

dimusyawarahkan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam

Perjanjian Bersama.

Peraturan bersama dan perjanjian bersama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) paling sedikit memuat :

. ruang lingkup kerja sama;

bidang kerja sama;

tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;

jangka waktu;

hak dan kewajiban;

pendanaan;

tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan

. penyelesaian perselisihan.
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Camat atas nama Bupati memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar
Desa ataupun kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga.

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dapat dibentuk Badan Kerja sama.

Bagian Ketiga
Bentuk Kerjasama

Pasal 328

Kerja sama Desa dapat dilakukan antara :

a. Desa dengan Desa, dalam satu Kecamatan;
b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan;

c. Desa dengan Desa, lain Kabupaten; dan

d. Desa dengan Pihak Ketiga.

(2)

(3)

(1)

Bagian Keempat
Bidang Kerjasama

Pasal 329

Bidang Kerja sama antar-Desa meliputi :

a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk
mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;

b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau

c. bidang keamanan dan ketertiban.

Bidang Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;

bidang peningkatan pelayanan pendidikan;

bidang kesehatan;

bidang sosial budaya;

bidang ketentraman dan ketertiban; dan

bidang pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Bidang kerja sama Desa dengan pihak Kketiga dilakukan untuk

mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
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Bagian Kelima
Tata Cara Kerjasama

Pasal 330

Rencana Kerja sama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah
desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain :

a. bidang kerja sama;

b. jangka waktu kerja sama;

c. hak dan kewajiban dalam kerja sama;

d. biaya pelaksanaan kerjasama.

Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerja
sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama.




(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(2)

(3)

Bagian Keenam
Badan Kerjasama

Pasal 331

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330
dapat dibentuk Badan Kerja sama yang bertanggungjawab kepada Kepala
Desa.

Badan Kerja sama dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah
Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan
Desa, Lembaga Desa Lainnya dan Tokoh Masyarakat dengan
memperhatikan keadilan gender dari desa yang mengadakan Kerja sama.

Badan Kerja sama bertugas menyusun rencana kegiatan dan
pelaksanaannya. '

Pasal 332

Badan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (1) dapat
membentuk Sekretariat.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu
pelaksanaan administrasi Badan Kerja sama.

Sekretariat Badan Kerja sama ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerja
sama.

Bagian Ketujuh
Perubahan atau Berakhirnya Kerjasama

Pasal 333

Perubahan atau berakhirnya Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 330 ayat (1) harus dimusyawarahkan dengan menyertakan
para pihak yang terikat dalam Kerja sama Desa.

Perubahan atau berakhirnya Kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh para pihak.

Mekanisme perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa atas ketentuan
Kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 334

Kerja sama Desa berakhir apabila ;

a.

b.
c.
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terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur ditetapkan dalam
perjanjian;

tujuan perjanjian telah tercapai;

terdapat keadaan luar biasa yang mengakibatkan perjanjian kerja sama
tidak dapat dilaksanakan; '

salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;

dibuat perjanjian baru yang menggatikan perjanjian lama;

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

obyek perjanjian hilang;

terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah, atau
nasional; atau

berakhirnya masa perjanjian.




(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

3)

(4)

(5)

Bagian Kedelapan
Biaya Pelaksanaan Kerja sama

Pasal 335

Biaya pelaksanaan Kerja sama antar-Desa dibebankan pada desa yang
melakukan kerja sama dengan pengelolaan keuangan
dipertanggugjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.

Biaya pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga disesuaikan
dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan
keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.

Dalam hal dibentuk Badan Kerja sama, maka pengelolaan keuangan,
dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa
masing-masing dan pihak ketiga.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 336

Setiap perselisihan yang timbul dalam Kerja sama Desa diselesaikan
secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.

Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 334 dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya
difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.

Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 334 antar wilayah kecamatan yang berada pada satu
Kabupaten, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2 bersifat
final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para
pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat terselesaikan
dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan yang
dituangkan sesuai kesepakatan.

Bagian Kesepuluh
Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kerja sama Desa

Pasal 337

Peran BPD dalam Kerja sama Desa :
a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap

rencana kerja sama desa;

b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja sama Desa.

(1)

Bagian Kesebelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 338

Camat atas nama Bupati wajib membina dan mengawasi pelaksanaan
Kerja sama Desa.
Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. memfasilitasi Kerja sama Desa;

b. melakukan pengawasan Kerja sama Desa;

c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan Kerja sama Desa;

dan



d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan
Kerja sama Desa.

BAB XIX
LEMBAGAN KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 339

(1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada
dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra
pemerintah Desa. ‘

(3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan
masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan
pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

(4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah dan
lembaga non-pemerintah wajib memberdayakan dan
menddayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

BAB XX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pasal 340

Pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan memajukan Desa dalam
melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintah
Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan kesatuan
tata ekonomi dan lingkungan.

Pasal 341

(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat Desa.
(2) Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan :

a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan
pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh
Desa;

b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa
secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sember daya
manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa;

¢. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan

~ prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;

d. menyusun perencanaan dan penganggran yang berpihak kepada
kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak,
dan kelompok marginal;

€. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;

mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa;

mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan

Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;

h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber
daya manusia masyarakat Desa;

R




(1)
(2)
(3)

4)

i. melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan;
dan

j. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
Peme;intahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan
secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

BAB XXI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 342

Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan

pemerintahan Desa.

Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan pembinaan dan

pengawasan kepada perangkat daerah.

Pemerintah Daerah memberdayakan masyarakat Desa dengan :

a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan
pertanian masyarakat Desa;

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada
di masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan,

dan pemantauan pembangunan Desa dan kawasan Perdesaan.

Pasal 343

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (1) meliputi :

a.

b.
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memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Daerah yang
dilaksanakan oleh Desa;

memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala
Desa;

memberikan pedoman  penyusunan = perencanaan pembangunan
partisipatif;

melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;

menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
mengawasai pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa;

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan
Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa,
lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;

melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan
keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama
antar-Desa; dan

memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 344

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat melalui:
fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
fasilitas pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
fasilitasi sinkoronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan
pembangunan Desa;
fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga
kemasyarakatan;

. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
fasilitasi kerja sama antar-Desa dan Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga;
fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta
Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat Desa;:
koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.,
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BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 345

Pengaturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sudah ada wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 346

(1) Anggota BPD yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas
sampaij habis masa keanggotaannya.

(2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan daerah
ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasraka
surat keputusannya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 347

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan
yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah ada
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 348

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :
1. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah

Desa;




10.
11.

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan
Desa;

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan
Desa;

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kerjasama Antar Desa;
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan
Dan Mekanisme Peraturan Desa;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa
Menjadi Kelurahan;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Penghapusan Dan/Atau Penggabungan Desa;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kawasan Perdesaan;
Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 349

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumenep

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2019

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 23 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2019 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 245-3/2019




PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
‘NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG

DESA

I. UOMUM

Desa dipandang sebagai bagian yang terendah dan terkecil dari wilayah
negara. Namun sejatinya, desa merupakan bagian vital yang tidak dapat
dipisahkan dalam hierarki struktur bernegara. Menurut Koentjaraningrat,
sebelum terbentuk negara modern, desa merupakan entitas sosial yang
memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau pranata lokal
yang beragam, sebuah pemerintahan yang demokratis, dan pernah memilki
otonomi khas (asli)j dalam mengatur kehidupannya sendiri (self governing
community). :

Secara yuridis, kedudukan desa tercermin dalam Pasal 18 B Ayat (2)
UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai bagian kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam naskah
asli UUD NRI Tahun 1945 pasal tersebut berbunyi Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang’.

Eksistensi desa sebagai suatu pemerintahan yang memiliki otonomi asli
telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan
desa. Sejak era kolonialisme, kemudian era kemerdekaan hingga saat ini,
pengaturan mengenai pemerintahan desa telah mengalami banyak
pembaharuan. Berawal dari Regeringsreglement (RR) Pasal 71 Tahun 1854,
Osamu Seirei Nomor 7 Tahun 2604 (1944), UU Nomor 1 Tahun 1945, UU
Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, kemudian UU Nomor 19
Tahun 1965 tentang Desa Praja yang menempatkan desa sebagai daerah
otonom tingkat III, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 5 Tahun 1979, UU
Nomor 22 Tahun 1999, hingga era UU Nomor 32 Tahun 2004. Dan saat ini, era
baru pemerintahan desa telah disempurnakan dengan UU Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, sebagai bentuk penghormatan, pengakuan dan penegasan
oleh negara terhadap kedudukan pemerintahan desa sebagai entitas hukum
(legal entity) yang berbasis pada nilai-nilai kearifan, sosial dan budaya
masyarakat.

Dinamika pembaharuan hukum berkaitan dengan pemerintahan desa
dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa
tersebut, membawa implikasi pada hancurnya kehidupan politik, hukum,
ekonomi dan sosial budaya di desa. Mencermati peraturan perundang-
undangan mengenai pemerintahan desa selama ini, ternyata masih banyak
pengaturan yang tidak sesuai dengan semangat yang tercantum dalam UUD
NRI Tahun 1945. Hal ini dapat dilihat dari konfigurasi pengaturan desa dari
masa ke masa.

Dengan adanya dinamika dan perkembangan peraturan perundang-
undangan tentang Desa yang semakin kompleks sehingga Desa perlu
dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan mandiri.




II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten dibentuk dalam Sistem
Pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4))
Huruf a.
Cukup jelas.
Huruf b.
Cukup jelas.
Huruf c.
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari
Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa.
Huruf e.
Cukup Jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Pembentukan Desa dapat berupa :
a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1
(satu) Desa; atau
c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
Ayat (2) '
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Yang dimaksud dengan “program nasional yang strategis” adalah antara
lain program pembuatan waduk atau bendungan yang meliputi seluruh
wilayah Desa.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9 ‘
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) '
Yang dimaksud dengan “dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten” adalah termasuk untuk memberikan
dana purnatugas (pesangon) bagi Kepala Desa dan perangkat Desa
yang diberhentikan sebagai akibat perubahan status Desa menjadi
kelurahan.




Pasal 11
Ayat (1) ,
Yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa”
adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan
sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal
tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk
menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya
masih bersifat pedesaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Yang dimaksud dengan “hak asal usul adalah hak yang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20 :
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
‘Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.




Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Yang dimaksud dengan “media informasi” antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46 '
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara
serentak” adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari
yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan
biaya pemilihan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.




Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
Pasal 57 _

Cukup jelas.
Pasal 58

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Pengertian sederajat untuk Madrasah Tsanawiyah dan Pondok
Pesantren disertai keterangan muadalah dari Kementerian Agama
Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Hurufi

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Hurufl

Cukup jelas.

Pasal 59 .

Cukup jelas.
Pasal 60 '

Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63

Cukup jelas.
Pasal 64

Cukup jelas.
Pasal 65

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.
Pasal 69

Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72

Cukup jelas.
Pasal 73

Cukup jelas.
Pasal 74

Cukup jelas.
Pasal 75

Cukup jelas.
Pasal 76

Cukup jelas.
Pasal 77 :

Cukup jelas.
Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79

Cukup jelas.
Pasal 80

Cukup jelas.
Pasal 81

Cukup jelas.
Pasal 82

Cukup jelas.
Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84

Cukup jelas.
Pasal 85

Cukup jelas.
Pasal 86

Cukup jelas.
Pasal 87

Cukup jelas.
Pasal 88

Cukup jelas.
Pasal 89

Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91

Cukup jelas.
Pasal 92 A

Cukup jelas.
Pasal 93

Cukup jelas.
Pasal 94

Cukup jelas.
Pasal 95

Cukup jelas.
Pasal 96

Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98

Cukup jelas.




Pasal 99
' Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 110 :
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113 -
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
~ Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125 _
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.




Pasal 127

Cukup jelas.
Pasal 128

Cukup jelas.
Pasal 129 :

Cukup jelas.
Pasal 130

Cukup jelas.
Pasal 131

Cukup jelas.
Pasal 132

Cukup jelas.
Pasal 133

Cukup jelas.
- Pasal 134

Cukup jelas
Pasal 135

Cukup jelas.
Pasal 136

Cukup jelas.
- Pasal 137

Cukup jelas.
Pasal 138

Cukup jelas.
Pasal 139

Cukup jelas.
Pasal 140

Cukup jelas.
Pasal 141

Cukup jelas.
Pasal 142

Cukup jelas.
Pasal 143

Cukup jelas.
Pasal 144 ,

Cukup jelas.
Pasal 145

Ayat (1)

Asas transparan adalah asas yang mendasari penyelenggaraan
pemerintahan desa yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintahan
desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas efisiensi dan efektifitas adalah asas yang menjamin

terselenggaranya pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan
sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 146

Cukup jelas.
Pasal 147

Cukup jelas.




Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155 _
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
~ Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163 '
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
' Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
- Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal 175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.




Pasal 177
Cukup jelas.

‘Pasal 178
Cukup jelas.

Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal 180
Cukup jelas.

Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal 182
Cukup jelas.

Pasal 183
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189 ,
Cukup jelas.

Pasal 190
Cukup jelas.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pasal 192
Cukup jelas.

Pasal 193
' Cukup jelas.

Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197 '
Cukup jelas.

Pasal 198
Cukup jelas.

Pasal 199
Cukup jelas.

Pasal 200
Cukup Jelas

Pasal 201
Cukup jelas.

Pasal 202
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

Pasal 204
Cukup Jelas

Pasal 205
Cukup Jelas



Pasal 206

Cukup jelas.
Pasal 207

Cukup jelas.
Pasal 208 :

Cukup jelas.
Pasal 209

Cukup jelas.
Pasal 2110

Cukup jelas.
Pasal 211

Cukup jelas.
Pasal 212

Cukup jelas.
Pasal 213

Cukup jelas.
Pasal 214

Cukup jelas.
Pasal 215

Cukup jelas.
Pasal 216

Cukup jelas.
Pasal 217

Cukup jelas.
Pasal 218

Cukup jelas.
Pasal 219

Cukup jelas.
Pasal 220

Cukup jelas.
Pasal 221

Cukup jelas.
Pasal 222

Cukup jelas.
Pasal 223 .

Cukup jelas.
Pasal 224

Cukup Jelas
Pasal 225

Cukup jelas.
Pasal 226

Cukup jelas.
Pasal 227

Cukup jelas.
Pasal 228

Cukup jelas.
Pasal 229

Cukup jelas.
Pasal 230

Cukup jelas.
Pasal 231

Cukup jelas.
Pasal 232

Cukup jelas.
Pasal 233

Cukup Jelas.
Pasal 234

Cukup Jelas.



Pasal 235
Cukup Jelas.

Pasal 236
Cukup jelas.

, Pasal 237
SR Cukup jelas.

b Pasal 238
Cukup jelas.

Pasal 239
Cukup jelas.

Pasal 240
- Cukup Jelas

Pasal 241
Cukup Jelas.
Pasal 242 '
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Cukup Jelas.

Pasal 245
Cukup Jelas.

‘» Pasal 246
Cukup Jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252
Cukup jelas.

? Pasal 253
| ' Cukup jelas.

3 Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Cukup jelas.

Pasal 256
> Cukup jelas.
Pasal 257 :
Cukup jelas.

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup Jelas

Pasal 263
Cukup jelas.




Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Yang dimaksud dengan azas “Musyawarah Mufakat” adalah Sistem
perencanaan pembangunan Desa dilakukan secara demokratis, dimana
proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan
masyarakat desa melalui diskusi dan dialog dengan berbagai pihak yang
berkepentingan serta diputuskan melalui musyawarah mufakat.

Yang dimaksud dengan “Azas Gotongroyong”’, adalah Sistem
perencanaan pembangunan Desa bertumpu pada prinsip gotongroyong,
saling membantu golongan masyarakat yang lemah dan memikul beban
dalam membangun desa secara bersama-sama untuk mencapai tujuan
pembangunan desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Kemandirian” adalah Sistem perencanaan
pembangunan Desa didasarkan pada penggalian potensi dan sumber
daya desa yang tersedia dan menjawab tantangan atau permasalahan
yang dihadapi desa untuk dipecahkan secara bersama-sama dengan
semangat prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk
mengembangkan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama
dengan kemampuan sendiri.

Yang dimaksud “Azas Partisipasi” adalah sistem perencanaan
pembangunan Desa melibatkan peranserta masyarakat setempat dan
pelaku pembangunan serta segenap stakeholdrs desa, termasuk
didalamnya melihatkan kelompok masyarakat miskin dalam proses
 perencanaan pembangunan Desa.

Yang dimaksud dengan “Azaz terbuka” adalah setiap proses tahapan
perencanaan pembangunan desa dapat dilihat dan diketahuio secara
langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Yang dimaksud dengan “Azaz akuntabel” adalah setiap proses dan
tahapan-tahapan kegiatan perencanaan dan kegiatan pembangunan
dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, dan benar pada masyarakat
desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Kesetaraan” adalah sistem perencanaan
pembangunan Desa menempatkan kesamaan dalam kedudukan dan
peran dalam perencanaan pembangunan Desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Manfaat” adalah sistem perencanaan
pembangunan Desa dengan menggali dan mengembangkan sumber daya
yang terbatas dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan “Azas Pemberdayaan”, adalah sistem
perencanaan pembangunan Desa dilakukan  sebagai upaya
meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui
penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.




Yang dimaksud dengan “Azas Keberlanjutan’ adalah sistem perencanaan
pembangunan Desa dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan
berkesinambungan dalam merencanaan dan melaksanakan program
pembangunan Desa.
Pasal 267 _
Cukup jelas.
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas.
Pasal 270
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2).
Cukup jelas.
Ayat (3) :
Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang
menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber
daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya,
serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender,
perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disbilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber
daya lokal serta kearifan lokal.
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 271
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup Jelas
Pasal 274 '
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Dengan susunan organisasi tim penyusun seperti ini, Kepala Desa
hendaknya dalam memilih tim penyusun RPJM  Desa
mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kemampuan
teknis yang diperlukan khususnya menyangkut pemahaman
substansi (materi), konteks (situasi) dan proses menyiapkan dokumen
perencanaan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas




Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kondisi sosial budaya
Masyarakat” adalah unsur masyarakat yang dilibatkan dalam tim
penyusun RPJM Desa tidak harus sama antara desa yang satu
dengan desa yang lainnya yang disesuaikan dengan Kkondisi
masyarakatnya, apabila unsur masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tidak terdapat dalam Desa tersebut dan
mempertimbangkan keterwakilan unsur wilayah.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279
| Cukup jelas.
| Pasal 280 :
Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
: Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2).
Yang dimaksud dengan “kondisi objektif Desa” adalah kondisi yang
menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber
daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya,
serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender,
perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi
masyarakat miskin, warga disbilitas dan marginal, pelestarian
lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber
daya lokal serta kearifan lokal.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 283
Ayat (1)
. Yang dimaksud dengan “pembandingan data Desa dengan kondisi
o Desa terkini” adalah kegiatan penyelarasan data desa yang telah ada
o di profil data Desa dengan data Desa yang terbaru berdasarkan hasil
pendataan dari BPS Kabupaten Gresik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) .
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 284
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.




Pasal 286
Ayat (1) :
Yang dimaksud dengan “diskusi kelompok secara terarah” adalah
kegiatan penggalian gagasan masyarakat yang dilakukan dengan
memberikan ruang partisipasi yang sangat besar kepada masyarakat
yang hadir untuk menyampaikan berbagai potensi yang ada serta
persoalan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan yang dihadapi untuk
dipecahkan secara bersama-sama dan kemudian dirumuskan dalam
bentuk program atau kegitan pembangunan Desa yang berbasis pada
pengembangan potensi dan pemecahan masalah di Desa.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang sesuai dengan “kondisi dan kemampuan masyarakat Desa’
adalah dalam proses penggalian gagasan masyarakat melalui diskusi
terarah dapat menggunakan alat kerja sesuai dengan kondsi yang ada
di desa dan tingkat kemampuan masyarakat desa dalam memahami
alat kerja tersebut, karena yang paling penting adalah forum tersebut
mampu menggali informasi riil kondisi masyarakat desa.
Pasal 287
Cukup jelas.
Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Cukup jelas.
Pasal 291
Cukup jelas.
Pasal 292
Cukup jelas.
Pasal 293
Cukup jelas.
Pasal 294
Cukup jelas.
Pasal 295
Cukup jelas.
Pasal 296 :
Cukup jelas.
Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Cukup jelas.
Pasal 302
Cukup Jelas
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.




Pasal 305
Cukup jelas.
Pasal 306
Cukup jelas.
Pasal 307
Cukup jelas.
Pasal 308
Cukup jelas.
Pasal 309
Cukup jelas.
Pasal 310
Cukup jelas.
Pasal 311
Cukup jelas.
Pasal 312
Cukup jelas.
Pasal 313
Cukup jelas.
Pasal 314
Cukup jelas.
Pasal 315
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
1 Huruf (a) s/d huruf (h)
i -~ Cukup Jelas
R Huruf (i)
Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa’ antara
lain rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan
keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga
pemberdayaan masyarakat.
Pasal 316
Cukup jelas.
Pasal 317
Cukup jelas.
Pasal 318
Cukup jelas.
Pasal 319
Cukup jelas.
Pasal 320
Cukup jelas.
Pasal 321
Cukup jelas.
Pasal 322
Cukup jelas.
Pasal 323
Cukup jelas.
Pasal 324 :
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “memberikan bimbingan teknis” adalah
berbagai upaya yang dilakukan oleh Bupati dalam rangka untuk
membina dan menampingi pemerintah desa dalam meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan desa melalui berbagai kegiatan
seperti; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
di desa.




Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 325
Cukup jelas.
Pasal 326
Cukup jelas.
Pasal 327
Cukup jelas.
Pasal 328
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf ¢
1. Cukup jelas.
huruf d
Yang dimasksud dengan “pihak ketiga” antara lain Lembaga
Badan Hukum dan Perorangan di luar pemerintah desa.
Pasal 329
Cukup jelas.
Pasal 330
Cukup jelas.
Pasal 331
Cukup jelas.
Pasal 332
Cukup jelas.
Pasal 333
Cukup jelas.
. Pasal 334
il Cukup jelas.
I Pasal 335
Cukup jelas.
Pasal 336
Cukup jelas.
Pasal 337
Cukup jelas.
Pasal 338
Cukup jelas.
Pasal 339
Cukup jelas.
Pasal 340
Cukup jelas.
Pasal 341
Cukup jelas.
Pasal 342
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan
sumber daya manusia pendamping dan manajemen.
Pasal 343
Cukup jelas.
Pasal 344
Cukup jelas.



Pasal 345
Cukup jelas.
Pasal 346
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 348
Cukup jelas.
Pasal 349 .
- Cukup jelas.




